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PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. 	 T erhadap Kontrak Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan 
batas waktu merupakan pelanggaran Keppres 8012003 sehingga 
sifat hukum kontrak dimaksud menjadi batal demi hukum. 
b. 	 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan 
batas waktu merupakan kegiatan usaha yang mengarah praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dengan tidak 
dicantumkannya batas waktu kontrak secara definitif menimbulkan 
barrier to entry bagi pelaku usaha yang lain. Sedangkan Kontrak 
Pengadaan Barang yang tidak mencantumkan batas waktu bukan 
merupakan bentuk persekongkolan tender. 
2. 	 Saran 
a. Untuk lebih menjamin efisien dan transparansi pelaksanaan Kontrak 
Pengadaan Barang yang dilakukan oleh pelaku usaha, diper1ukan 
suatu pengawasan yang ketat dan KPPU. Untuk memudahkan 
pengawasan tersebut, KPPU ini melakukan penilaian dan 
pembuktian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 
(b) UU Persaingan jo. Pasal35 (7) Keppres 8012003. 
44 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
,45 
b. 	 Hendaknya pelaku usaha lebih menaati peraturan perundang­
undangan tentang larangan persekongkolan tender yang mengarah 
pada praktik monopoli, yaitu UU Persaingan dan Keppres 80/2003. 
Hendaknya pula Pemerintah khususnya KPPU lebih 
mensosialisasikan peraturan terse but agar pelaku usaha dapat 
melaksanakan usahanya dengan baik sehingga meminimalisasi 
kasus persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. 
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